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Abstract 

The research was intended to find out why the civil war in Myanmar was possible, by 
trying to identify the sources of the conflict of the post-military coup in 2021. Using a 
framework of human needs theories developed by John Burton as the chief analysis tool. 
The theory provides the framework for understanding conflict resolution and peace 
development by emphasizing the importance of governments to meet the basic needs of 
their individual citizens. When it comes to the theory of conflict resolution, research that 
uses a thorough approach to meeting aspects of human need remains rare. The study 
shows that the source of Myanmar's civil war conflict proved unable to be contained 
after a military campaign in 2021 caused by various factors, with the failure to meet the 
basic human need for continued peace and stability. Systematic violations of security, 
identity, recognition and participation by the military junta have intensified the cycle of 
conflict, suffering poverty and food among Myanmar's civilians. Meeting these basic 
human needs is essential to achieving continued peace and reconciliation in Myanmar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengapa perang sipil di Myanmar bisa 
terjadi, dengan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber konflik nya pasca-kudeta 
militer di tahun 2021. Dengan menggunakan kerangka teori-teori Kebutuhan Dasar 
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Manusia (Human Needs Theory) yang dikembangkan oleh John Burton sebagai alat 
analisis utama. Teori tersebut memberikan kerangka kerja untuk memahami resolusi 
konflik dan pembangunan perdamaian dengan menekankan pentingnya pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan dasar individu warga nya. Jika berbicara mengenai teori 
resolusi konflik, penelitian yang menggunakan pendekatan menyeluruh pada 
pemenuhan aspek kebutuhan dasar manusia masih jarang dilakukan. Penelitian ini 
menunjukkan, sumber konflik Perang sipil Myanmar terbukti tak lagi bisa dibendung 
pasca kudeta militer pada tahun 2021 yang disebabkan oleh berbagai faktor, dengan 
tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mendasar untuk mencapai 
perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Pelanggaran sistematis terhadap 
keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi oleh junta militer telah memperparah 
siklus konflik, penderitaan kemiskinan dan pangan di antara rakyat sipil Myanmar. 
Memenuhi kebutuhan dasar manusia ini merupakan hal yang sangat penting untuk 
mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di Myanmar. 

Keywords: conflict resolution; civil war; conflict analysis; Myanmar; human 

needs model; military coup 

 

Pendahuluan 

Dalam konstelasi politik global, peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara-
negara berkembang seringkali menarik perhatian dunia internasional. Salah satu 
peristiwa yang menjadi perhatian utama dalam studi perdamaian dan resolusi 
konflik adalah kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021. 
Peristiwa ini merupakan salah satu dari beberapa kudeta militer yang pernah 
terjadi di negeri seribu pagoda, negara yang telah lama dihadapkan pada konflik 
internal dan perjuangan menuju demokrasi yang stabil. Pada tanggal 1 Februari 
2021, junta militer Myanmar yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing, mengambil 
kendali atas pemerintahan yang telah dipilih melalui proses demokratis, 
menangkap pemimpin sipil yang sah, Aung San Suu Kyi, dan mendeklarasikan 
keadaan darurat di negara tersebut.1 Langkah yang otoriter ini memicu aksi 
protes massal di seluruh Myanmar, di mana jutaan orang turun ke jalan-jalan 
untuk mengecam kudeta militer dan mendesak pemulihan demokrasi.2  

Kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 dan berbagai konsekuensi 
perang sipil yang mengikutinya menjadi sorotan utama dunia internasional 
karena beberapa alasan yang sangat penting. Pertama, kudeta tersebut 
menandai kemunduran proses demokratisasi di Myanmar, yang sebelumnya 
mengalami periode transisi menuju pemerintahan sipil. Kedua, peristiwa ini 
memperdalam ketegangan politik dan konflik internal di Myanmar, yang 
berpotensi merugikan stabilitas di tingkat regional.3 Kesengsaraan dan 
kekerasan yang melanda Myanmar pasca kudeta militer telah menjadi perhatian 
serius dalam dunia internasional. Pernyataan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak 
Asasi Manusia, Michelle Bachelet, menggambarkan dampak yang 
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menghancurkan terhadap prospek pembangunan yang berkelanjutan serta 
meningkatnya risiko kegagalan negara atau bahkan perang sipil yang lebih luas. 
Menurut Bachelet, keadaan kacau di Myanmar sejak kudeta telah menciptakan 
potensi yang sangat besar untuk ketidakamanan massal, dengan konsekuensi 
yang meluas, termasuk bagi wilayah sekitarnya.4 Dampak kudeta militer yang 
terjadi di Myanmar pada tahun 2021 tidak hanya dirasakan di dalam negeri, 
tetapi juga telah menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap kawasan 
regional. Sejak kudeta militer tersebut, hampir 1,7 juta orang telah mengungsi 
akibat konflik di Myanmar, membawa total jumlah pengungsi yang melarikan 
diri dari pertempuran di negara itu menjadi lebih dari 3 juta orang dan 
menempatkan beban berat pada sumber daya bantuan di negara Asia Tenggara 
tersebut. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Institute for Strategy and 
Policy Myanmar, setidaknya 1.650.661 orang telah terpaksa melarikan diri dari 
konflik di wilayah-wilayah seperti Sagaing, Magway, Bago, Chin, dan Kayah 
dalam lebih dari 21 bulan sejak militer berkuasa di Myanmar.5 Dengan 
pengungsi yang terus bertambah, terlihat jelas bahwa kudeta militer Myanmar 
telah mengguncang stabilitas kawasan, dengan dampak kemanusiaan yang 
meluas dan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. 

Pertempuran mematikan antara militer dan kelompok sipil bersenjata yang 
terorganisasi di Myanmar semakin panas mendidih, dengan banyak anak muda 
mempertaruhkan nyawa mereka setahun setelahnya sejak junta merebut 
kekuasaan dari pemerintahan. Junta Myanmar telah kehilangan kira-kira 21.000 
tentara karena kematian, desersi, atau pembelotan ke kelompok-kelompok 
perlawanan.6 Sebagai tanggapan, junta mengumumkan wajib militer bagi semua 
remaja putra dan putri, dengan perekrutan dimulai pada bulan April 2024.7 
Tindakan ini telah menimbulkan rasa takut dan perlawanan di antara kaum 
muda, sehingga ada yang berupaya lari mendahului perintah wajib militer.8 
Pengumuman mengejutkan junta tentang tugas wajib telah menimbulkan 
kepanikan dan ketakutan di antara para remaja, yang membuat banyak orang 
berpikir untuk meninggalkan negara dengan julukan negeri pagoda emas 
tersebut.9 Selain itu, insiden tragis terjadi sewaktu empat anak tewas dan 15 
orang terluka dalam pengeboman sekolah oleh junta militer Myanmar.10 

Perang sipil Myanmar meletus setelah kudeta disebabkan oleh berbagai 
faktor, termasuk kematian akibat bentrokan antara militer Myanmar dan PDF 
(Pasukan Pertahanan Rakyat), yang terbentuk dari berbagai lapisan masyarakat, 
mulai dari petani, ibu rumah tangga, dokter, dan insinyur.11 Mereka 
dipersatukan oleh tekad untuk menggulingkan kekuasaan militer.12 Konflik ini 
juga disebabkan oleh kekerasan yang semakin intens dan meluas, serta 
serangan oposisi yang terkoordinasi, yang membuat situasi di Myanmar 
meningkat dari pemberontakan menjadi perang saudara. Data dari kelompok 
pemantau konflik, Acled, menunjukkan bahwa kekerasan telah menyebar ke 
seantero negeri.13 Pertarungan ini sebetulnya tidak seimbang, PDF memulai 
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perjuangannya menggunakan ketapel, meskipun kini mereka juga membuat 
senapan dan bom rakitan.14 Sedangkan militer bersenjata lengkap dengan daya 
tembak ke udara yang sering digunakan beberapa bulan terakhir. 

Meskipun telah ada penelitian untuk memahami kompleksitas konflik yang 
terjadi di Myanmar setelah kudeta militer, masih terdapat kekurangan dalam 
pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang secara spesifik 
berkontribusi terhadap munculnya perang sipil dalam periode modern seperti 
ini. Dalam konteks teori resolusi konflik, penelitian yang menggunakan 
pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia masih jarang dilakukan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara 
lebih rinci penyebab mengapa perang sipil di Myanmar bisa terjadi pasca-kudeta 
militernya di tahun 2021, dengan menggunakan kerangka teori-teori Kebutuhan 
Dasar Manusia (Human Needs Theory) yang dikembangkan oleh John Burton 
sebagai alat analisis utama. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan perang sipil 
tersebut terjadi, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih 
lengkap bagi upaya perdamaian dan penyelesaian konflik di Myanmar. 

 

Kerangka Teori 

Teori Kebutuhan Dasar Manusia John Burton 

Teori Kebutuhan Dasar Manusia John Burton merupakan salah satu 
pendekatan yang signifikan dalam studi perdamaian dan resolusi konflik. Teori 
ini dikembangkan oleh John Burton, seorang ahli hubungan internasional yang 
menekankan pentingnya memahami kebutuhan dasar manusia sebagai kunci 
untuk memahami dan menyelesaikan konflik. Menurut Burton, individu 
memiliki kebutuhan ontologis (yang melekat pada eksistensi manusia) dan 
genetik yang akan diperjuangkan.15 Jika proses sosialisasi, di mana individu 
belajar norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat, 
tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, itu akan menyebabkan frustasi, 
perilaku yang terganggu, dan perilaku anti-sosial baik pada tingkat individu 
maupun kelompok.16 

Ketidaksesuaian antara kebutuhan dasar manusia dan norma sosial dapat 
menyebabkan individu merasa tidak puas dan mungkin menunjukkan 
perilaku yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku, bahkan hingga 
menyebabkan perilaku yang bermasalah dan anti-sosial baik secara individu 
maupun kelompok. Dalam konteks resolusi konflik, Teori Kebutuhan Dasar 
Manusia John Burton menekankan pentingnya memahami dinamika 
kebutuhan dan bagaimana ketidakpuasan terhadap pemenuhan kebutuhan 
tersebut dapat memicu atau memperpanjang konflik.17 Burton menyoroti 
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bahwa seringkali konflik tidak hanya tentang masalah konkret atau 
kepentingan politik, tetapi juga tentang kebutuhan emosional dan psikologis 
yang mendasari perilaku individu dan kelompok. sebagai contoh, 
ketidakpuasan terhadap kebutuhan akan keamanan atau pengakuan identitas 
dapat memicu ketegangan antara kelompok etnis atau agama yang berbeda. 

Dalam teori ini, dijelaskan bahwa motivasi manusia dapat dikelompokkan 
ke dalam beberapa kategori yang berbeda, termasuk kebutuhan yang 
diperlukan untuk perkembangan spesies manusia, kebutuhan yang bersifat 
budaya, dan keinginan yang bersifat sementara atau hanya keinginan yang 
didasarkan pada pikiran yang idealis.18 Burton mengusulkan penggunaan istilah 
yang berbeda untuk membedakan motivasi-motivasi ini dalam konteks sosial 
dan politik. Dia menggunakan tiga kategori utama: kebutuhan (needs), nilai 
(values), dan kepentingan (interests).19 Kebutuhan merujuk pada motivasi yang 
universal dalam spesies manusia seperti kebutuhan pangan, sementara nilai 
merujuk pada motivasi yang bersifat budaya seperti beribadah, adat istiadat, 
dan kepentingan merujuk pada motivasi yang bernegosiasi seperti partisipasi 
politik.20 Burton juga berpendapat, kebutuhan manusia seperti keamanan, 
identitas, pengakuan, dan partisipasi sangat penting bagi kesejahteraan 
individu dan sering kali menjadi akar konflik ketika kebutuhan-kebutuhan 
tersebut tidak terpenuhi.21 Menghubungkan teori ini dengan situasi di 
Myanmar setelah kudeta tahun 2021 membantu menjelaskan bagaimana 
tindakan junta militer telah gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 
memperburuk ketegangan dan berkontribusi pada ketidakstabilan. 

 

Teori Sumber Konflik 

Menurut Ichan Malik dalam Ritha Safithri, terdapat lima sumber konflik 
utama22 yaitu: Pertama, sumber konflik struktural yang berkaitan dengan 
kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah dari Pemerintah pusat 
kepada Daerah; Kedua, sumber konflik kepentingan yang meliputi kepentingan 
politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan; Ketiga, 
sumber konflik nilai, berkaitan dengan persoalan adat, ideologi dan 
interpretasi nilai agama; Keempat, konflik sosial psikologis, berkaitan dengan 
persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas 
kelompok dan daerah; Kelima, konflik data, berhubungan dengan interpretasi 
terhadap data dan manipulasi dari data, yang terlihat jelas misalnya pada 
manipulasi sejarah, sejarah konteks ulang kondisi saat ini. 

Menurut Coser dalam Susan membagi sebab konflik menjadi dua tipe atau 
bentuk dasar konflik yang terdiri tipe realistis dan tipe non realistis. Tipe 
realistis memiliki sebab konflik yang konkret atau bersifat materiil, seperti 
perebutan sumber daya ekonomi, alam, maupun wilayah sedangkan tipe non 
realistis disebabkan oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat 
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ideologis atau immaterial seperti isu identitas atau etnis, agama, dan kelompok- 
kelompok sektarian.23 

 

Metode Penelitian 

Kualitatif deskriptif dipilih sebagai metode yang tepat digunakan dalam 
penulisan artikel jurnal ini. Metode kualitatif deskriptif, seperti yang dijelaskan 
oleh Moleong, adalah suatu pendekatan penelitian dimana data-data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka.24 Jenis data 
ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti wawancara, catatan 
lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, memo, dan 
dokumentasi lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek 
penelitian atau hasil penelitian tanpa melakukan analisis dan membuat 
kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena secara 
holistik dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang 
tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.25 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal 
ini adalah metode library research, yaitu suatu studi yang digunakan dalam 
mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material 
yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, 
dsb.26 Katibah mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang 
dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan 
menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna 
mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian 
kepustakaan.27 

 

Peningkatan Kemiskinan Pasca Kudeta 

Kudeta militer di Myanmar telah memperburuk kondisi sosial ekonomi 
yang sudah ada dan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan yang 
signifikan di negara tersebut.28 Gangguan stabilitas politik yang tiba-tiba dan 
ketidakstabilan ekonomi yang terjadi kemudian telah menjerumuskan jutaan 
orang di bawah garis kemiskinan. Menurut data dari World Bank tahun 2022, 
hampir setengah dari populasi Myanmar yaitu sekitar 22 juta orang, telah jatuh 
ke dalam kemiskinan dalam waktu yang relatif singkat yaitu kurang dari 18 bulan 
sejak kudeta.29 Hal ini menunjukkan penurunan yang cepat dan substansial dari 
tingkat kemiskinan yang terlihat sebelum kudeta.30 

Menurut siaran pers dari Bank Dunia yang berjudul Myanmar economic 

recovery falters as conflict and inflation weigh, sebelum terjadinya kudeta, 

Myanmar telah membuat langkah penting dalam upaya pengentasan 

kemiskinan selama satu dekade terakhir. Namun, keuntungan yang dicapai 
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selama periode ini telah dengan cepat dibalikkan, menghapus banyak kemajuan 

yang telah dibuat dalam mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Dampak 

ekonomi dari kudeta ini sangat luas, efeknya terasa di berbagai sektor termasuk 

pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Perekonomian Myanmar secara 

keseluruhan telah menyusut sebesar 10%, dengan PDB negara yang masih jauh 

lebih rendah dari tingkat sebelum kudeta.31 Kontraksi ekonomi ini semakin 

memperparah kemiskinan dengan mengurangi kesempatan untuk 

memperoleh penghasilan dan meningkatkan taraf hidup. 

Lonjakan tingkat pengangguran yang disoroti dalam temuan utama dari 
laporan Bank Dunia tentang Pemantauan Ekonomi Myanmar pada Juli 2022 
menggarisbawahi dampak multifaset dari kudeta tahun 2021 terhadap dinamika 
pasar tenaga kerja di negara tersebut. Data tersebut mengungkapkan tren 
peningkatan pengangguran yang mengkhawatirkan, dengan tingkat 
pengangguran naik dari 0,17% pada tahun 2020 menjadi 3,69% pada tahun 
2023.32 Peningkatan pengangguran yang signifikan ini mencerminkan efek 
ketidakstabilan politik dan gejolak ekonomi yang ditimbulkan oleh kudeta. 

Krisis politik setelah kudeta telah menciptakan lingkungan yang penuh 
ketidakpastian dan instabilitas, menghalangi investasi dan menghambat 
aktivitas ekonomi. Protes yang meluas, kerusuhan sipil, dan tindakan keras yang 
dilakukan oleh rezim militer semakin memperparah kemerosotan ekonomi, 
yang menyebabkan penutupan bisnis, pemutusan hubungan kerja, dan 
penurunan kesempatan kerja di berbagai sektor.33 Hal ini menggambarkan 
kondisi kontraksi ekonomi yang diperburuk oleh kudeta telah memperparah 
tantangan yang dihadapi oleh para pencari kerja, karena bisnis harus 
menghadapi penurunan permintaan konsumen, gangguan rantai pasokan, dan 
kendala keuangan. Selain itu, kesenjangan antara kinerja ekonomi Myanmar 
dan kinerja ekonomi negara-negara lain di kawasan menggarisbawahi 
parahnya keadaan negara tersebut. Sementara banyak negara di kawasan Asia 
Timur dan Pasifik yang telah berhasil bangkit dari keterpurukan yang 
disebabkan oleh pandemi, Myanmar masih tertinggal jauh akibat 
ketidakstabilan politik dan konflik. 

 

Ketidakamanan Pangan di Myanmar 

Temuan utama yang diperoleh dari Global Information and Early Warning 
System on Food and Agriculture (GIEWS) yang diterbitkan oleh Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) memberikan gambaran 
yang mengkhawatirkan mengenai situasi ketidakamanan pangan di Myanmar. 
Situasi keamanan pangan yang kritis saat ini menjadi fokus utama karena 
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berbagai faktor yang saling terkait, yang semuanya diperburuk oleh kekacauan 
politik dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh kudeta. 

Pertama, produksi pertanian yang berkurang pada tahun 2022 
menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan di negara tersebut. Konflik yang 
semakin memburuk juga telah menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi 
sipil yang mencapai rekor tertinggi, dengan perkiraan mencapai 1,83 juta orang, 
naik tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.34 Ini 
berarti bahwa banyak masyarakat yang terpaksa meninggalkan lahan pertanian 
mereka, yang kemudian memperburuk ketidakstabilan produksi pertanian dan 
menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada bantuan pangan. Kedua, 
harga pangan yang melonjak juga telah memperburuk situasi. Harga pangan 
yang tinggi membuat akses terhadap pangan dasar semakin sulit bagi 
masyarakat yang terdampak, menyebabkan lebih banyak orang terjebak dalam 
kemiskinan dan kelaparan. 

Ketiga, dampak siklon Mocha pada tahun 2023 yang menghantam negara 
tersebut juga memperparah keadaan. Siklon tersebut menyebabkan 
kerusakan yang luas terhadap infrastruktur dan sumber daya pertanian seperti 
lahan pertanian dan sistem irigasi, hal ini semakin membatasi kemampuan 
negara untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan.35 

Kondisi keamanan pangan yang parah juga mempengaruhi daerah- 
daerah tertentu di Myanmar dengan tingkat dan tingkat keparahan keamanan 
pangan yang tinggi. Dalam dokumen Myanmar Humanitarian Needs and 
Response Plan 2024 yang diterbitkan oleh PBB, wilayah-wilayah di bagian barat 
laut dan tenggara, termasuk negara-negara Rakhine, Chin, Kayah, dan Kayin 
serta daerah Sagaing dan Mandalay dilaporkan mengalami tingkat keamanan 
pangan yang paling parah dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak 
kudeta dan konflik bersenjata berdampak langsung pada akses masyarakat 
terhadap pangan dasar dan memicu krisis kemanusiaan yang mendalam di 
beberapa daerah di Myanmar.36 

 

Gagalnya Junta Militer Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar 

Teori Kebutuhan Dasar Manusia dari John Burton memberikan kerangka 
kerja untuk memahami resolusi konflik dan pembangunan perdamaian dengan 
menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar individu. Keamanan 
adalah kebutuhan dasar manusia, yang mencakup keselamatan fisik serta 
perlindungan dari ancaman dan kekerasan.37 Kudeta militer di Myanmar telah 
menciptakan rasa tidak aman dan ketakutan yang meluas di kalangan 
penduduk. Konflik yang semakin meningkat, pengungsian warga sipil yang 
mencapai rekor tertinggi, dan penindasan politik telah merusak rasa aman 
masyarakat, membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan 
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ketidakstabilan. Kegagalan junta militer untuk memberikan keamanan yang 
memadai bagi warganya telah melanggengkan siklus konflik dan merusak upaya 
untuk mencapai perdamaian. 

 

Security Needs 

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Human Rights Watch dalam 
laporan mereka tentang lanskap pasca-kudeta di Myanmar tahun 2021. Jumlah 
korban tewas akibat tindakan keras junta mencapai 2.400 orang terbunuh 
hingga November 2022 versi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.38 
Tindakan keras yang dilakukan oleh pasukan keamanan junta, yang melibatkan 
pembunuhan massal dan penangkapan sewenang-wenang terhadap jutaan 
orang yang menentang pemerintahannya, menciptakan suasana ketakutan dan 
ketidakamanan yang meluas di kalangan masyarakat. Penggunaan kekuatan 
mematikan dan penahanan sewenang-wenang merampas hak individu atas 
rasa aman, membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan penganiayaan. 
Berdasarkan jumlah korban tewas tersebut, terbukti bahwa rezim ini bersedia 
untuk menggunakan langkah-langkah ekstrem untuk membasmi perbedaan 
pendapat dan mempertahankan cengkeraman kekuasaannya. Kurangnya 
transparansi dan keadilan dalam proses hukum semakin melemahkan 
keamanan individu, merampas perlindungan dasar yang diberikan oleh proses 
hukum dan supremasi hukum. 

 

Identity and Recognition Needs 

Myanmar memiliki sejarah panjang pemerintahan militer yang represif 
terhadap etnis minoritas yang telah sangat mempengaruhi identitas kolektif 
penduduknya yang beragam.39 Transisi dari kekuasaan militer penuh pada 
tahun 2011 pada awalnya meningkatkan harapan akan reformasi demokratis, 
namun dominasi militer yang terus berlanjut atas pemerintah dan dimulainya 
kampanye pembersihan etnis terhadap kelompok minoritas Rohingya telah 
memperdalam perpecahan etnis dan memperparah ketegangan berbasis 
identitas di dalam negeri.40 

Menurut artikel dari Council on Foreign Relations, Myanmar memiliki lebih 
dari seratus kelompok etnis. Namun, posisi istimewa yang secara historis 
dinikmati oleh mayoritas etnis Burma, yang dikenal sebagai suku Bamar. Suku 
ini telah melanggengkan ketidaksetaraan dan memperkuat 
ketidakseimbangan kekuasaan di dalam kehidupan berpolitik di Myanmar. 
Konsentrasi kekuasaan politik dan militer di antara etnis Bamar telah 
meminggirkan kelompok etnis lainnya, yang berkontribusi terhadap keluhan 
berbasis identitas dan memicu konflik etnis.41 
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Kudeta militer pada Februari 2021, yang diikuti dengan tindakan keras 
terhadap aksi protes, semakin meningkatkan ketegangan etnis dan 
menggarisbawahi perlunya mengatasi keluhan berbasis identitas. 
Pembentukan kekuatan oposisi dan pemerintah bayangan, yang berujung 
pada perang saudara dan krisis kemanusiaan, menyoroti pentingnya identitas 
etnis dalam membentuk afiliasi politik dan dimensi konflik di Myanmar. 

Menurut survei yang dilakukan oleh United Institute of Peace, ada 
dukungan luas untuk oposisi atau disebut Pemerintah Persatuan Nasional 
(NUG) di antara berbagai kelompok etnis di Myanmar. Temuan utama dari 
survei ini menunjukkan bahwa NUG, yang terdiri dari perwakilan yang terpilih 
dalam pemilihan umum 2020 dan para pemimpin etnis minoritas, menikmati 
dukungan rakyat yang kuat di berbagai kelompok etnis di Myanmar. Dukungan 
ini dipandang sebagai fondasi yang menjanjikan untuk upaya menstabilkan 
negara. Hal ini menjadi bukti bahwa junta militer Myanmar tidak dapat 
merangkul etnis-etnis minoritas di Myanmar yang cenderung lebih mendukung 
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).42 

 

Participation Needs 

Participation Needs atau Kebutuhan Partisipasi mengacu pada 
kemampuan individu untuk bersuara dalam proses pengambilan keputusan 
yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam masyarakat demokratis, 
partisipasi yang berarti sangat penting untuk mendorong inklusi, akuntabilitas, 
dan legitimasi. Namun, kudeta militer di Myanmar telah menumbangkan 
lembaga-lembaga demokratis dan menekan perbedaan pendapat, sehingga 
merampas hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan 
pengambilan keputusan. Tindakan keras terhadap masyarakat sipil, 
penyensoran media, dan penangkapan para pemimpin politik dan aktivis telah 
menghambat wacana publik dan merusak prinsip-prinsip demokrasi dan hak 
asasi manusia. 

Pada Desember 2023, Myanmar menempati peringkat kedua terburuk di 
dunia dalam hal pemenjaraan jurnalis dengan 43 orang di balik jeruji besi, 
menurut Committee to Protect Journalists.43 Dengan gagal memenuhi 
kebutuhan dasar manusia ini, junta militer di Myanmar telah memperpanjang 
siklus konflik dan ketidakstabilan, memperdalam perpecahan di dalam 
masyarakat dan memperparah penderitaan penduduk. Untuk mencapai 
perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan, penting bagi junta untuk 
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk keamanan, 
identitas, pengakuan, dan partisipasi, serta terlibat dalam upaya dialog dan 
rekonsiliasi yang tulus dengan semua segmen masyarakat. 
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Kesimpulan 

Kudeta dan aksi-aksi rezim junta militer selanjutnya telah merusak 
terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Kebrutalan dan penindasan rezim 
telah mengikis kepercayaan masyarakat Myanmar terhadap lembaga-lembaga 
pemerintah dan menciptakan iklim ketakutan serta ketidakamanan, terutama 
di kalangan masyarakat yang terpinggirkan. Kudeta militer Myanmar pada 
tahun 2021 juga menyebab krisis kemanusiaan yang mengakibatkan Myanmar 
dilanda kemiskinan yang meluas, pengungsian, dan pelanggaran hak asasi 
manusia. Tindakan keras junta militer terhadap perbedaan pendapat, 
penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan telah 
mengakibatkan penderitaan dan kehilangan nyawa yang signifikan di antara 
penduduk sipil. 

Berdasarkan Teori Kebutuhan Dasar Manusia dari John Burton, analisis 
situasi pasca-kudeta tahun 2021 di Myanmar menggarisbawahi pentingnya 
memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mendasar untuk mencapai 
perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan. Pelanggaran sistematis terhadap 
keamanan, identitas, pengakuan, dan partisipasi oleh junta militer telah 
memperparah siklus konflik, perpecahan, dan penderitaan di antara rakyat 
Myanmar. 

Krisis kemanusiaan, konflik etnis, dan pelanggaran hak asasi manusia yang 
meluas menyoroti dampak mendalam dari kebutuhan dasar manusia yang 
tidak terpenuhi terhadap stabilitas dan kesejahteraan negara. Erosi keamanan 
dan penyangkalan identitas serta pengakuan telah memperdalam perpecahan 
serta memicu siklus kekerasan dan penindasan. Memenuhi kebutuhan dasar 
manusia ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai perdamaian 
dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di dalam kasus ini. 
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